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Peristiwa Penting Perkembangan
Indonesia sebagai Negara Maritim

Konvensi Maritim Departemen Eksplorasi
Nasional | Kelautan dan Perikanan
A A _
Sumpah Proklamasi UNCLOS [1982]: Indonesia Nawacita
Palapa Kemerdekaan sebagai Negara Kepulauan Poros Maritim
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Sumpah Pemuda : Wawasan Nusantara Asas Cabotage

Deklarasi Djoeanda. . Konvensi Benua Maritim

“‘Sebagai negara maritim; samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama
memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi Selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya,
sehingga ‘Jalesveva Jayamahe', di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali”

[Kutipan Pidato Pelantikan Presiden Jokowi, 20 Oktober 2014]




Tentang Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2015:

Tugas Kemenko Maritim: menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman
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Penurunan Dwelling Time dan Biaya Logistik

~ Dwelling Time April 2017 [INSW]
|« Belawan: 3,73 hari

| » Tanjung Priok: 3,69 hari
 Tanjung Perak: 4,35 hari

* Makassar: 0,66 hari

Tatakelola Industri Pariwisata

. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata
' Danau Toba [Perpres 49/2016]

= Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata
Borobudur [Perpres 46/2017]

Penyelesaian pembebasan lahan
Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Beberapa Capaian Penting

Infrastruktur Konektivitas dan
Industri Energi dan Pertambangan

« LRT Jabodebek
* Blok Masela
o Kawasan Industri Mineral

Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Kelautan Indonesia

Kerjasama Internasional
Jepang: Pelabuhan Patimban
Jepang: KA Ekspres Jakarta — Surabaya
Belanda: Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut
World Bank: Infrastruktur Pariwisata, marine debris

|IORA, Blue Economy




Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

GDP Growth [%] 1970 - 2016
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' Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017:
7 Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia

Pengelolaan Sumberdaya Kelautan
dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pertahanan, Keamanan,
Penegakan Hukum, dan
Keselamatan Dilaut

Diplomasi Maritim

KEBIJAKAN
KELAUTAN
INDONESIA

Budaya Bahari

Tata Kelola dan
Kelembagaan Kelautan

Ekonomi, Infrastruktur, dan

Pengelolaan Ruanglaut dan ] )
Peningkatan Kesejahteraan

Perlindungan Lingkungan Laut




Potensi Ekonomi Maritim

Sumberdaya Non Perikanan Tangkap Akuakultur
Konvensional 1% 16%
Hutan Mangrove  15%
1% US$8 SRl . Uss$ 210 Industri Pengolahan

Sumberdaya Pulau- Ikan
Pulau Kecil S US$ 100 79,
9%
US$ 200
Industri Jasa Maritim Bitl’"s:nf;:ar Industri ?‘Ilc:/:eknologl

15%

Transportasi Laut

29, hangan dan

Wisata Bahari Energi
4% 16%

Potensi Ekonomi Maritim Indonesia US$ 1,33 triliun per tahun

~ BPS 2015




Posisi Geostrategis Indonesia

» Posisi geostrategis berpotensi menjadikan Indonesia negara utama maritim dunia
» Perdagangan dunia 70% di kawasan Asia Pasifik, 45% melalui ALKI
* Indonesia harus meningkatkan kualitas dan kinerja pelabuhan-pelabuhan

Tanjung Priok Port Klang
Tanjung Perak Tanjung Pelepas
SLoC MALACA Batam Port of Singapore
Indonesia Target Indonesia

ALKI-lII C
Pusat Distribusi Provinsi

' Pusat Distribusi Regional ALKIHHI ALKI-II ALKI-llI B

Kedalaman rata-rata pelabuhan di Indonesia: 8 meter [500 TEUs Peti Kemas]
Untuk menurunkan biaya logitik 50%, diperlukan pelabuhan dengan kedalaman 12 meter [3.000 TEUs]




5 Pelabuhan Laut dalam:
Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung
Perak, Makassar, Bitung

» 19 Feeder Ports

» 100 sub-feeder ports

€& 15 Bandara baru
. e & Pengembangan 9 Bandara Kargo
o B A Pengembangan 25 bandara di daerah

- INDONESIA U
Ay =

terluar dan daerah rawan bencana




Pembangunan dari Pinggiran

» Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Kawasan Perbatasan
dan Pulau Kecil Terluar

« Natuna | Simeulue | Tahuna | Timika | Nunukan | Biak Numfor | Tual | Mentawai |
Rote Ndao | Merauke | Sarmi | Moa | Talaud | Saumlaki | Morotai
o Palau

Hawaii

X Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
@ Tujuan ekspsor

‘ Australia




Program Tol Laut

» Memastikan kehadiran Negara dalam hal ketersediaan [availability], keterjangkauan
[accessibility], dan kemampuan [affordability] terhadap bahan-bahan pokok di pulau-pulau
terluar, terpencil, dan terbelakang

 Pemerintah menyediakan subsidi biaya transportasi dan biaya logistik
» Menggunakan transportasi multimodaa, yaitu: laut, udara, darat, dan sungai
« Sinergi BUMN menyediakan Pusat Logistik “Rumah Kita” di ~30 daerah terpencil

Evaluasi dan Tindaklanjut

1. Disparitas harga berkurang cukup
signifikan

2. Muatan, khususnya muatan balik, tidak
optimal

3. Belum menjangkau hingga pulau terpencil,
termasuk pulau terluar di wilayah barat B

4. Waktu perjalanan terlalu lama i

5. Kurang alat bongkar muat

Rencana Rumah Kita (PUSAT — PUSAT LOGISTIK) Sabu
KERJASAMA DENGAN BUMN

Rencana Trayek Integrasi KAPAL
1 O buhan yang D | S PENYEBERANGAN/RO-RO

Sl p— (T-1, T-2, T-4, T-5, T-6, T-7,1-9)
T-13 (0] yang Tidak DI




Potensi Migas di Laut [Dalam]

Sumberdaya Migas di darat sudah sangat sedikit
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¢ Tingkat Pemanfaatan Kapasitas —-

Unit Pengolahan lkan [UPI]

Data 718 Unit Pengolahan Ikan skala besar

Paling banyak di Jawa Timur, 138 unit dengan
kapasitas 578.650 ton/tahun

Pemanfaatan 2014: 30% [Aceh] - 83%
[Jawa Tengah]

UPI kapasitas besar terdapat di Lampung,
Sulut, Papua Barat

Pemanfaatan 2015: 7% [Maluku Utara] -
60% [Kalimantan Selatan]

Penurunan kapasitas paling banyak; NTB,
Jateng, Maluku Utara, DKI, Jatim [50 — 60%)]

Penurunan paling sedikit: Kaltim, Kalsel, Aceh
[+/- 10%)]

Sumatera Utara

Sumatera Barat
Sulawesi Uun
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan

Sutawesi Barat
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Proyek Strategis Nasional

. Air bersih &
« 243 Proyek dan 2 Program A\ salan: 74 izl Santast 6

- Total investasi: US$ 305 miliar G Kereta Api: 23 ). Bendungan: 55

:;!i Pelabuhan: 10

Kalimantan Sulawesi Papua ‘lgll Irigasi: 7
23 Proyek 25 Proyek 13 Proyt_el_( o '
\ US$ 43 miliar US$ 13 miliar US$ 33 miliar E Bandara: 7

; - K - = ICT: 4
S -\ - g ﬂ Kawasan: 30
. o 3 - 00 .
-' B £ TR W 7723y Perumahan: 3 Smelter: 6
| - Kawasan
Sumate Gl Berikat 3 ok Energi 12
US$ 44 miliar w
95 Proyek lenggara iatri
US$ 73 miliar 15 Proyek Listrik Pesawat Terbang
US$ 0.8 miliar 35 GW NaSlonal

Luar Jawa: US$ 133,8 miliar [137 Proyek] , Jawa: US$ 73 miliar ~ Cakupan nasional: 11 Proyek dan 2 Programs [US$ 98 miliar]




Status Capaian Program 35.000 MW

Sudah tandatangan PPA: 58% [20.767 MW]

SLO/COD
[VALUE],

Sedang

RCEN Proses
Konstruksi :

Perencanaan

Proyek PLN:
Total: 10,560 MW
Sudah kontrak:
A 5.459 MW [52%)]

ERCENTA

[VALUE]
[PERCENT

11,319 AGE]
[PERCENT

AGE]

[VALUE]
[PERCENT

AGE]
IPP Project

Total: 25.067 MW
Sudah

tandatangan PPA:
15.308 MW [61%)]

Proses
Sudah kontrak Pengadaan

Belum konstruksi

Asumsi pertumbuhan 7% - kebutuhan 35 GW, Pertumbuhan 5% - kebutuhan 31 GW
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Indonesia penghasil sampah plastik #2 [setelah Tiongkok] S2e so
dengan jumlah sampah plastik 0,48 — 1,29 juta ton/tahun ‘“j: S
80% sampah plastik laut berasal dari darat GERARAN ARSI BERSIH
Sampah plastik mengganggu kesehatan dan industri pariwisata D S04 QLIS

1 AR AN TR | Tt CLACNG | 3 KAL BANG LD | 4 KA LAGDA | 5 KAL) SNTONG 10, SNTER AGING | 6 KA CLIMNG
T L GEOUNG/ ALK L. ERARRGAN | 6 MAGRIVE NUARR ANGEE/BAIR KANAL BARAT | 9 LLAU FRAMIKA | 10 R PAVGIAG

Inpres No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi
Mental = Kemenko Maritim sebagai Koordinator Program i |
Indonesia Bersih e B okt

Pemanfaatan sampah plastik untuk pelapisan jalan [kerjasama
dengan India] i
SesusIAATERS

Mendapat dukungan dunia internasional RISl o

Rencana Aksi Nasional

1. Peningkatan kesadaran pemangku
kepentingan

2. Pengendalain sampah plastik
terestrial dan pesisir

3. Pengendalian sampah laut

4. Mekanisme pendanaan dan
penguatan kelembagaan




w_ Bidang Kemaritiman Harus Menjadi
P Prioritas” dalam Rencana Kerja Pemerintah

Prioritas dan Sa.\saran Rancangan Prioritas Nasional
Pembangunan Nasional 2017 dan Program Prioritas 2018

Dimensi Pembangunan

VETSE Revolusi Mental Perubahan Iklim

1
I
-

Dimensi Pembangunan i. Pendidikan vi. Ketahanan Pangan
ii. Kesehatan vii. Penanggulangan
Sektor Unggl'”8n ii. Perumahan & Kemiskinan
Permukiman viii. Infrastruktur, konektivitas,

dan Kemaritiman
ix. Pembangunan Wilatyah
X. Politik, Hukum, Hankam

iv. Pengembangan Dunia
Usaha & Pariwisata
v. Ketahanan Energi

Dimensi Pemerataan dan
Kewilayahan

Tata kelola
Pemerintahan yang
Baik

Kesetaraan Gender

Kondisi Perlu

Arus
Utama

Kemaritiman




